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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional, yang
mengamanatkan bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan
pembangunan daerah melalui kebijakan Money Follow Program dengan
pendekatan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial yang efisien, efektif,
akuntable dan transparansi sesuai sasaran, targetfolak ukur dan manfaat
program, sekaligus  merupakan sinergitas  kebijakan program pemerintah
kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4256);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemenintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelofaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 g;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Derah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 lentang Pokok-Pokok
Pengeiolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 lentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun
2010 - 2030;
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Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 — 2021,

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun
2019 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode1 (satu) tahun

yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember
2019.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah tahun 2019:

Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafen Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019;
Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2019 sebagai
pedoman dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2019 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah menggunakan
RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada KUA-PPAS dan RAPBD dalam
melakukan pembahasan RKA Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Semesteran dan Tzahunan
alas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian
program, masukan, keluaran dan hasil kegiatan:

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
berakhimya semester pertama yang bersangkutan;
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(3) Laporan Kinefja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana

Kerja OPD tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan RKPD tahun 2019.

Pasal 6

Rincian RKPD tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
b dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 18



